Menimbang : a,

Mengngat

SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 9 TAHUN foj0

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Restoramn:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan

prosedur pemungutan pajak restoran;

1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
segaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S6T9);

+  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S049);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebapgaimana  telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tetang Perubahan kedua atas Peraturan Menterd Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomeor 310);

bahwa agar pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4
Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif,
efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu di buat Sistern dan Prosedur Pemungutan Pajak

Fagal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun



6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN,

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2,  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Femerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

Bupati adalah Bupati Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan
yvang mengelola dan memungut Pajak Daerah Kabupaten Landak.

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.

Pejabat vang ditunjuk adalah Pejabat Pegawail Negeri Sipil yang diben tugas
tertentu di bidang perpajakan daerash sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah vang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langaung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yvang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yvang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD} dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, vayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyva termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering,.
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Pengusaha Restoran adalah Perorangan atau badan yang mengusahakan restoran
untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pthak lain yang menjadi
tanggungannya.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, vang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
seguai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yvang selanjutnya disingkat NFWFD adalah
nomor pokok vang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SPFTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui
tempat pembayaran vang ditunjuk oleh Bupati

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak vang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan
atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebib besar daripada pajak yang terutang atau
scharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKFDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagithan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STFD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam BSKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga vang digjukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan vang diajukan oleh Wajib pajak.
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Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biava, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, vang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak beralkhir.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektil dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujp kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukt itu
membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi untuk
menemukan tersangkanya.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan sural paksa, penyitaan dan
penyanderaan,

BAB 11
NAMA, OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Fasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelavanan yang disediakan
oleh restoran.

Objek Pajak Restoran adalah Pelavanan yang disediakan cleh Restoran.

Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi;

Restoran;

Rumah makan

Kafetana;

Kantin

Warung;

Depot;

bar, dan

. dJasa boga/catering dan sejenisnya

Pelayanan vang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada avat (2)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikoensumsi

TR meAan oo



oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan mapun di tempat lain,
termasuk catering dan jasa boga.

[5) Tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 100.000,00,- {seratus ribu rupiah) per
han.

Pasgal 3

{1} Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan
dan fatau minuman dan restoran.

(2] Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

restoran.

BAB 111
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAR
Fasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnyva diterima Hestoran

Fasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal &
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tanf

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNCGUTAN

Pasal 7

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAaB V
MASA PAJAK DAN 5AAT PAJAK TERUTANG

FPasal 8

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 [satu] bulan kalender yang
menjadi dasar bagi Wapb Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
vang terutang.



Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.
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BAE V1
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

Setlap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat
Pendaftaran Wajib Pajak.

Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ﬂ._fp’ﬂ.t (1) h_-'imﬂ diiai
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta
disampaikan kepada Bupati.

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diberikan NPWFPD

Bupati dapat menerbitkan NPWFD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

Bentuk, isi dan tata Cara pengisian Pendaftaran sebagaimana dimaksud avat (1)
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak mengisi SFTPD

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangam oleh Wajib Pajak atau kuasanva.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupat
atau Pejabat vang ditunjuk paling lama 15 (ima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

Bentuk, isl dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat
{1) tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pemungutan pajak tidak boleh diboronghkan.

Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan mengunakan
SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1] digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendin yang terutang.

Terhadap SPTPD vang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat

(1), masih dapat diterbitkan :

a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak sarang burung walet kurang dibayar; atau

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data vang semula belum




terungkap yang menyebabkan penambashan jumlah pajak yang terutang
setelah diterbitkan SKPDKB.

(9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud ayvat (4) tercantum dalam Lampiran 11l Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:
a. SKPDKB, dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak vang terutang
tfidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTFD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data vang semula belum terungkap
vang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

¢. SKPDN jika jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : ;
a. pajak dalam tahun benalan tidak atau kurang dibayar,
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembavaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen} setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnva pajak

BAE VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1] Pembavaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara
penerima, sesuai dengan waktu dan tempat vang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKFDKBT, dan STPD.

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam
SPTPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau
lunas dengan menggunakan S3PD.

(4) SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 {satu} bulan sejak
tanggal diterbitkan.
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Palas 16

Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyvaratan vang ditentukan,

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu vang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan vang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak vang belum atau kurang bayar.

BAB [X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran,

Dalam jangka waktu 7 (tujuh] har setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain vang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak vang
terutang,

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain vang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain vang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat
paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak
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BAB X1
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib

pajak dapat :

a. Membetulkan SKPDKE atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang tidak benar; dan

€. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada avat (1] harus disampaikan secara tertulis oleh
wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat vang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan
alasan yvang jelas.

Bupati atau Pejabat yvang ditunjuk paling lama 3 (tiga] bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diterima sudah harus
memberikan keputusan,

=

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bupati atau Pejabat vang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan,

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Bupati atau pejabat yang

ditunjuk atas suatu :

a. SKPDEKR,

b. SKPDEBT;

. SKPDLE,;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan vang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannva.

Permohonan l:eb-aml:an dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan
pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak,

:l.'i:h-uratan yvang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
}, ayat (2], ayat (3), dan ayat [4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
schingga tidak perlu dipertimbangkan. s e
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Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Tanda penerimaan surat keberatan vang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas] bulan sejak surat
permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah l{.“ih_'-ﬂ." dan
Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 23

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadi'lian
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupat,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan vang jelas dalam jangka waktu 3
[tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat Keputusan
keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhlkan kewajiban membavar pajak sampal dengan | (satu] bulan sejak
tanggal penerbitan Putusan Banding.

FPasal 24

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, keleblhan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % [dua persen| sebulan untuk paling lama 24 [dua
puluh empat] bulan,

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLE.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen| dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak vang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi admimistratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tdak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif herupa denda sebesar 100% [seratus persen) dan
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



(1}

(2}

{3)

(4)

(3)

(G)

BAB X1l
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

Waiib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas|] bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2 di].n.mpguj oleh Et!pati
dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengemblalmnl kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam

wakiu paling lama 1 [satu] bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, k"f'l*-‘-'bihlﬂ” pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Fengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKF).

Apabila Pengembalian kelebihan pembavaran pajak dilakukan setelah lewat

waktu 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen] sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelehihan pajak.

Pazal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4], pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai buku

pembayaran

{1]

(2)

(3

(4]

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila;

a, diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

penvampaian surat paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada avat (2)

huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunvyai

utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.



(=l

{1

(2}

(L}

(2]

(3)

(4

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

Piutang pajak vyang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
SANKI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13 huruf a angka | dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlamhbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 |dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendini sebelum dilakukan tindakan pemenksaan.

Jumlah pajak vang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal
13 huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25% [dua puluh lima persen] dar pokek pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat|
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

Waijib Pajak vang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan.

(2]

Pasal 31

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuban kewajiban perpajakan daerah  dalam

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak vang diperiksa wajib

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan Yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan



c. memberikan keterangan yang diperlukan,

BAB XVII
[NSENTIF PEMUNCOUTAN

Pasal 32

{1} Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2] Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada avat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

:_%g_ﬂr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Citetapkan di Ngabang
pada tanggal '% fobwar Join

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 19 T;uwn 2o Loy

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTTy
VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN lote NOMOR &34

Balinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 (01




LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2ele
TENTANG

SISTEM DAN  PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Format Pendaftaran

T 0O

PERHATLAN -

L. Harap diim dalam rengesp 2(ches) diulis d=ngan huruf CETAK

Z.  Ber tanda » pade kolak yang tereedin untulk jawaban yang diberikan

3 Seielah lormulic pendaftasan in: dis dan dandataegan, barmp descrahbkan kembsli kepads Badan Paak dan
Reinbus Dasroh Eabupaten Lagdak langsung atow dikirm rrlﬂill-'llPDI__F'l]InI laPnbsst tﬂ]gﬂ 1

e i il

B8l OLEH Willl PAJAR

1. HMama Badan/Merk Usaha .

2. Alamal ot copyd Bural Heterungan Deeniail dilampirkan)

= Jadan/FT/RW/Na, i

»  DesafKelarabhian

L Kecamatan

¥ Kabupstes/Kota

= Kexle Poas -
= HNomor Telpan -
3 Eus o yang dimiliki o copy ﬂur::ﬂﬂhﬂlp;lﬂmpﬂunl ———
:.-_ . E-l.-l it 1En Gmmn;lr  Momar Tarmpgs!
®  Hurat I.ll.l1-i.||lﬂhd: Kepariwsabaan Moesar o Tangenl
B L] BUFEE FEIN. oo omimimmnmirmrs ssmssmsnnssanms vmevmenss . PTG § Tangial
4,  Biduryg Usahn tharap dusi asaiei deagan bidang usshans)
Hiamel
Festoran s =
Hebaaran -
Reklame =
T Penerangen Jalan

Peryelenggarsan tempat parkle di luss badagn jalan

Pengambilan d..nll'-uu-;mmmm Aar Tanah

Pengambilan .;r;;l'-l.-u prraguaakasn Sarnmng Burang Walst

HETERANGAN PEMILIN ATAU PENGELULA USAHA

5. Nama Pemilik/Pengelola i

&, Jabsbin

7. Alamat Tempat Tinggal {melampirkan identitas yung dilaporkan)
= Jalan :
= Desafkelurahan B
* EeCAmaran

= [Eabupaian/FKota

= Kode Poa




Mt Telgwan

Newnjiban Pagak Daerah

PAJAK HOTEL

FAIAK REETORAN

PAJAK HIBURAN

o

FaJAE EEKLAME

PAJAK PENERANGAN JALAN

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PAIAK BAREIR

PAJAK AiE TANAH

PATAK BARANG BURLING WALET

PRPAK. . ciianian

FPRTL- [

Mama Jelas |

Tanda Tangan:

Salinan sesuai dengan aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SETDA KABUPATEN LANDAK

T

, SH,

NIP, 19661128 194402 2 001

BUPATI LANDAK,
11D
KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
. PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK | No. SPTFD

-
g BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 1 oo

JL Pemuda No. 15, Ngabang, Kabupaten _
Landak, Kalimantan Barat 78357 Tahun Pajak

Telp (0563] 21363 Kode Bayar

SPTPD
| (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

MEIAWE Kepada Yth

ID OF T iiieeaeses CaseesmsaseeesbaiddisEsdeHsbuis Erpsssissnisn
Nama OF TR e ot mprarmil RRERS PR Py s T
REgnal AP 2 i e e b di

PERHATIAN : . .
1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak

berakhir.

2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak
berakhir dengan menggunakan kode bayar terscbut diatas,

3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebul diatas akan dilakukan
penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah berlaku.

A. Dils| OLEH PENGUSAH RESTORAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya jakumulasi
dar awal Masa Pajak dakam Tahun Pajak tertentu);
1. Masa Pajak C TEL e s/d TRL oo
2. Dasar Pengenaan Humlah : Bpe s,
pembayaran vang diterimal
3. Tarif Pajak [Sesuai Perdal J -
4. Papak terhutang (bxe ) P R A AT

| 2. Jumlsh Pembayaran dan Pamk Terhutang untuk Masa Pajak sekarang {lampirkan
fotocopy dokumen|:
a, Masa Pajak 1 TEL s =/d Tel .......
h. Dwasan Pengenasn (Juralah @ BP. i iimmivim
pembayaran vang diterima)
. Taril Pajak [Sesuai Perda) foute
d. Pajak terhutang (bxc| I 1 1 EAREMTAER ey en

B, PERNYATAAN -
Dengan menvadar sepenuhnya akan akibal termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
| ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa
menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beberapa lampiran-
lanpirannyva adalab benar, lengkap dan jelas.,

Wajib Pajak

(Mama Jelas)




8. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK | No. SKPD
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Masa Pajak
JL Pemuda No. 15, Ngahang, Kabupaten \
Landak, Kalimantan Barat 78357 Tahun Pajak
o — e e e e —_—
SKPD
|SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH]
PAJAK RESTORAN
Mama W
IR 0 et
NEma T . 5 vt crssrantaii kit o
Ahammat BB 1 it kst e s
No | NoRekening Jenis Pajak ) el
. | | Pajak Restoran L
Dasar Pengenaan x -..% e
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK i etk
DENDA A ——
JUMLAH KETETAFAN POKOK PAJAK + DENDA RP. oo

IPERHATIAN: ok

1. Batas waktu pembayvaran pajak sclambat-lambainya 30 han setelah masa paja
berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.|

2, Penyetoran menggunakan formulir SSPD.

l- MEADATIE. cconvnrrrrrrenses e i
Diterima tanggal : | Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
| Kabupaten Landak,
Oleh
|
[Mama Terang o
Tanda Tangarn, PR e e S o s s

BLIPATI LANDAK,
TTLY

KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuail dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUA
NIP. 19661128 199402 2 001




LAMPIEAN 111
PERATURAN BUPATI LANDAK
TENTANG

SISTEM DAN PEOSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BATAR

Keparla

Nomor : e
Tanggal : Tanggal Jatuh Tempo : eli

A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun zﬂu;:!
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan aiau 'I.:-:rdum
keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran |

Mama L saha
Alamat
MNamaPemilik
Alamat . )
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih hars dibayar
adalah sebagai berikut
1. Dasar Progenaan Pajuk Hestoran [ Rpe | =
2. Pajak Mineral Restoran vang terutang :....% x| o - S |
;3 1 - -
3. Pf};;h'n[mmn yang seharusnya dibayar (2] | Rp.....
4. Pajak Restoran yang telah dibayar | Bpeoo.. | _
| 5. Pajak Restoran yang kurang dibayar (3-4) | Rp.....o : )
6. Sanksi administrasi berupa @ (Pasal....Perda Rpo.....
Momor 4 Tahun 2011 A 1 )
| o Bungpa =X ... bulan x Rp......... (5h | e
| 7. Jumlsh yang masih harus dibayar

An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Kepala Bidang Penagihan,




p. Format Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

= SURAT KETETAFAN FAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
B Kepada
Nomor di
Tanggal Tanggal jatuh tempo @ e .

1. Berdasarkan Peraturan Dacrah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dilakukan pemernksaan atau analisa lainnya stmhit\mﬂglmp
ditemukan data beru dan/ atau dala Y&Dg semuln  belum ter

| mengenai pelaksanaan kewajiban Pajuk Restoran terhadap: —
| Nama Usaha ¥ il e rasase

Alamat S itk A AR I
MamaPemilik § it izt i
Alamat ) e e T

d jumlah yang masih harus

1. Berdasarkan pemeriksaan terschut i atas,
dibayar adalah sebagai berikut : | ==

|R1'.'I_..-...-

1. Dasar Pengenaan Pajak Hestoran

3. Pajak Restoran yang seharusnya terufang : =1 .
(1) _ ]
3. Pajak Restoran yang seharusnya dibayar [2] Dhiiica
3. Pajak Restoran vang telah dibayar R =]
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan [3-4] Rp....o.
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak | Rp.......
Restoran [Pasal...... Perda Momor 4 Tahun
2011) _ i
Kenaikan = ......... W X Rp.-....... . [9]
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Rp.....
administratit. =~ |
" &. .Jumlah yang masih harus dibayar (5+61-7 | Bp..... :
i Dengan huruf ; )

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak
Kepala Bidang Penagihan

' lllllllll L i1 = L 1
) - R e e e Tl
BUPATI LANDAK,
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

DARIANUARTL, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001




